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Abstrak

ARI BUDIARTI. NIM. E0016475. 2017. ANALISIS PENAFSIRAN UNDANG-
UNDANG TERHADAP GRATIFIKASI SEKS DALAM UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Penulisan Hukum

(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai pengkategorian gratifikasi
seks sebagai tindak pidana korupsi dan penafsiran Undang-Undang dalam ketentuan
gratifikasi. Pengaturan gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang
digunakan dalam penelitian hukum ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan
peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual
(conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Teknik
pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum (skripsi) ini menggunakan
teknik studi pustaka (library research).

Hasil penelitian menunjukan bahwa gratifikasi seks menimbulkan banyak
implikasi, sebagaimana gratifikasi seks juga melanggar nilai-nilai yang hidup di
masyarakat. Gratifikasi seks termasuk dalam bentuk tindak pidana korupsi meskipun
belum diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, sehingga untuk mewujudkan tujuan hukum diperlukan
metode penafsiran dalam ketentuan Pasal 12B tersebut, dengan mengalisis secara
mendalam terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai
yang digunakan dalam penulisan ini adalah nilai-nilai yang diimplementasikan ke
dalam sila-sila Pancasila.

Kata kunci: Gratifikasi Seks, Penafsiran, Tindak Pidana Korupsi.
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Abstract

ARI BUDIARTI. NIM. E0016475. 2017. ANALYSIS INTERPRETATION OF
STATUTORY TO SEXUAL GRATIFICATION IN ERADICATION OF
CORRUPTION ACT CONSTITUTION. Legal Writing (Thesis). Faculty of Law,
Sebelas Maret University. Surakarta.

This study examines the problem of sexual gratification can be categorized a
criminal act and interpretation of statutory in the provision of gratuity. Gratification
as stipulated in Law No. 20 of 2001 on the Amendment of Act Number 31 of 1999
about Eradication of Corruption Act.

Normative research which prescriptive and applied was the type used in this
research. That is why this research using statute approach, conceptual approach and
comparative approach. The technique of collecting legal things in this legal writing
use library research technique.

The results showed that sexual gratification raises many implications, as well
as sexual gratification also violate the values that live in the community.
Gratification of sex, including in the form of corruption, although not regulated
clearly and unequivocally in Article 12B on Eradication of Corruption Act
Constitution, so as to realize the goal of the law is needed method of interpreting the
provisions of Article 12B of the, with analysis deeply against the values of life in
Indonesian society. The values used in this paper are the values that are
implemented into the principles of Pancasila.

Keywords: Sex Gratification, Interpretation , Corruption Act
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan
atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional. Hal tersebut
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tertuang
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Alinea keempat Pembukaan UUD NRI
1945 dengan jelas menyatakan tujuan negara, salah satunya ialah kesejahteraan
rakyat. Negara Indonesia mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penerapan
hukum dengan menjunjung tinggi keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penerapan
hukum tersebut untuk menciptakan keselarasan dan keharmonisan dalam berbangsa
dan bernegara.

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat,
termasuk penegakan terhadap tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat
apabila tidak mencerminkan tujuan hukum. Perkembangan pola pikir masyarakat
seiring dengan perkembangan tindak pidana yang terjadi. Tindak pidana korupsi
merupakan permasalahan menarik yang terjadi di masyarakat sekaligus sangat
berkembang di masyarakat Indonesia baik dilihat dari jenis, pelaku dan modus
operandinya. Tindak pidana korupsi menjadi hal yang membudaya ditengah
masyarakat Indonesia saat ini, bahwa permasalahan yang terjadi sekarang
mencerminkan adanya degradasi moral. Kajian tren korupsi yang dilakukan oleh
Indonesia Corruption Watch (ICW) terdapat banyaknya kasus yang berhasil dipantau
selama tahun 2010 hingga 2014 adalah sebanyak 2.492 kasus, dengan total nilai
kerugian negara sebesar Rp 30 triliun, dan nilai suap sebesar Rp 549 miliar. Total
kasus korupsi di tahun 2014 sendiri adalah 629 kasus, dengan jumlah tersangka 1328,
dengan total kerugian negara sebesar Rp 5,29 triliun. Tahun 2015 adalah sebanyak

550 kasus korupsi berhasil dipantau pada tahap penyidikan yang ditangani
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aparat penegak hukum dengan total tersangka sebanyak 1.124, dengan total potensi
kerugian negara dari kasus tersebut sebesar Rp 3,1 triliun, dan nilai suap sebesar Rp
450,5 miliar (http://www.antikorupsi.org/).

Perkembangan tindak pidana korupsi diimbangi dengan adanya peraturan
yang bersifat represif dan preventif. Pengaturan terhadap tindak pidana korupsi secara
menyeluruh menjadi langkah untuk meminimalkan adanya kasus-kasus bentuk baru
dalam tindak pidana korupsi. Upaya preventif tersebut salah satunya terwujud dalam
Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pengaturan terhadap pemberian hadiah sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya memberikan
pengertian pemberian dalam arti luas meliputi objek yang terdapat pada penjelasan
ketentuan gratifikasi.

Pengaturan terhadap pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut dirumuskan sebagaimana mengingat banyaknya kasus-
kasus yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi. Pemberian hadiah kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang sebelumnya bukan merupakan tindak
pidana korupsi menjadi tindak pidana korupsi karena adanya upaya preventif dalam
rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberian kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara menjadi budaya yang turun temurun dan
mengakar di masyarakat Indonesia. Pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dirumuskan dalam ketentuan gratifikasi. Gratifikasi terdapat
dua jenis yakni, gratifikasi ilegal (dilarang) dan gratifikasi legal (tidak dilarang).
Gratifikasi ilegal di masyarakat Indonesia dipandang sebagai suatu cara untuk
melancarkan sebuah urusan politik maupun tender bisnis guna mencapai tujuan dan
kepentingan pribadi atau kelompok. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
menerima pemberian yang diberikan setelah selesai proses acara atau proses

mengurusi sesuatu hal, maka pemberian tersebut sebagai hadiah (M. Nurul Irfan,
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2014:26). Gratifikasi ilegal dirumuskan dalam Pasal 12B Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna mewujudkan upaya preventif tindak
pidana korupsi.

Gratifikasi merupakan suatu pemberian dalam arti luas yang dapat berpotensi
menjadi bentuk tindak pidana korupsi suap apabila berhubungan dengan jabatan dan
bertentangan dengan kewajibannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara
negara. Tindak pidana suap diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah
atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji
tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan
dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah
atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Gratifikasi dan suap, selain berbeda dalam hal pengaturan, juga berbeda dalam
hal definisi dan sanksinya. Suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi merupakan
pengertian dari pemberian dalam arti luas dan bukan hanya merupakan janji.
Ketentuan suap mengandung unsur “mengetahui atau patut dapat menduga” sehingga
ada intensi atau maksud untuk mempengaruhi pegawai negeri atau penyelenggara
negara dalam kebijakan maupun keputusannya, sedangkan ketentuan gratifikasi
diartikan sebagai pemberian hadiah dalam arti luas (M. Nurul Irfan, 2014:30).
Gratifikasi dalam Pasal 12B tidak mengandung unsur berbuat sesuatu. Pegawai negeri
atau penyelenggara negara tidak harus berbuat sesuatu yang bertentangan dengan
jabatannya, tetapi hanya cukup diam saja. Artinya ketentuan Pasal 12B hanya
berhubungan dengan jabatan dan kedudukannya atau yang bertentangan dengan
kewajibannya.

Pemberian diatur dalam ketentuan Pasal 12B berbentuk hadiah, sesuatu, uang

dan barang serta pemberian dalam bentuk pelayanan atau fasilitas yang dapat dinilai
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olen nominal. Pemberian dalam bentuk hadiah dapat merupakan sesuatu yang
memiliki nilai, sedangkan pemberian sesuatu dapat berbentuk apapun, baik barang
maupun jasa berupa fasilitas lainnya. Putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung di
Belanda) tanggal 25 april 1916, NJ 1916 menyatakan bahwa memberikan suatu
hadiah dalam Kketentuan ini mempunyai pengertian yang lain dari sekedar
memberikan sesuatu karena kemurahan hati. Pemberian tersebut meliputi setiap
penyerahan sesuatu yang mempunyai nilai bagi orang lain, baik materiil maupun
imateriil, sebagaimana dengan maksud seperti yang disebutkan dalam ketentuan
tersebut (Topo Santoso, dkk, 2001:41).

Pemberian dalam bentuk pelayanan seks memiliki nilai kesenangan dan
kenikmatan seks, yang selanjutnya disebut dengan gratifikasi seks. Ketentuan
penjelasan dalam Pasal 12B tidak memberikan definisi maupun menguraikan
mengenai kata “barang” dan frasa “fasilitas lainnya”, sehingga ketentuan tersebut
terdapat bias (kekaburan) makna. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima pemberian berupa bentuk yang tidak terdapat dalam rumusan Pasal 12B
akan mengalami kesulitan (kendala) untuk diproses secara hukum.

Pelayanan seks merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia,
sebagaimana pelayanan seks hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami dan istri
yang terikat perkawinan sah. Pelayanan seks merupakan istilah hubungan seksual
yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, jika seorang laki-laki
dan seorang perempuan yang bukan merupakan pasangan suami istri sah menurut
hukum dan agama maka hal tersebut adalah zina. Pelayanan seks sebagaimana
dilakukan di luar perkawinan, apabila diketahui salah satunya sudah terikat
perkawinan yang sah dapat menimbulkan delik perzinahan, sedangkan jika dilakukan
oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum terikat perkawinan sah
maka hal itu merupakan kumpul kebo (sameleven), sebagaimana perbuatan tersebut di
larang oleh norma yang hidup di masyarakat Indonesia.

Gratifikasi seks di Indonesia belum diatur jelas dan tegas dalam ketentuan

gratifikasi, sehingga menimbulkan anggapan adanya kekosongan hukum. Kasus


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

gratifikasi seks tersebut dapat berpotensi menimbulkan tidak terpenuhinya kepastian
hukum. Gratifikasi seks yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara
memiliki implikasi yang dapat berpotensi menimbulkan terjadinya bentuk tindak
pidana korupsi, sebagaimana tujuan diberikannya gratifikasi seks kepada seseorang
yang memiliki jabatan (pegawai negeri atau penyelenggara negara) tersebut untuk
dapat mempengaruhi kewenangannya. Gratifikasi seks tersebut dapat mempengaruhi
pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melakukan penyalahgunaan
wewenang, sebagaimana pegawai negeri atau penyelenggara dalam melaksanakan
tugasnya yang bersifat umum. Gratifikasi seks memberikan kesempatan untuk
dimanfaatkan oleh sebagian oknum guna memenuhi dan memperlancar kepentingan
pribadi maupun kelompoknya.

Di Indonesia pegawai negeri atau penyelenggara banyak menerima gratifikasi
seks dengan beraneka ragam modusnya. Koordinator Masyarakat Transparansi
Indonesia (MTI) Jamil Mubarok mengatakan
(https://www.merdeka.com/khas/pejabat-dan-penegak-hukum-kerap-menerima-suap-
seks-wawancara-jamil-mubarok-1.html):

Modusnya beraneka ragam, ada gratifikasi seks itu diberikan di awal, ada di
pertengahan atau di akhir. Gratifikasi seks diberikan di awal biasanya sebagai
pelicin dan sebagai pancingan dari si pemberi terhadap si penerima.
Gratifikasi seks yang diberikan di pertengahan biasanya sebagai media untuk
negosiasi, karena kesepakatan yang diharapkan antara si pemberi dan
penerima suap tidak selamanya mulus, sehingga terjadi tawar menawar harga
dan negosiasi angka karena persentasenya kurang. Akhirnya ada
kerenggangan hubungan, sehingga memaksa si pemberi menyediakan
pelayanan seks sebagai alat negosiasi, sedangkan pemberian yang dilakukan
di pertengahan, biasanya pelayan seks sebagai alat negosiasi.

Gratifikasi seks tidak hanya sebagai alat negosiasi, sebagaimana yang disampaikan
oleh Sujanarko Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan
Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, “seks sudah menjadi

bagian dalam praktik korupsi. Lembaga hukum di Indonesia termasuk KPK belum
bisa menjerat pelaku korupsi yang telah melakukan gratifikasi seks”.
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Istilah gratifikasi seks muncul di masyarakat sejak penangkapan terhadap
angggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Al Amin Nur
Nasution di Pub Mistere Hotel Ritz Carlton karena diduga telah menerima suap pada
tahun 2008. KPK menangkap Al Amin Nur Nasution bersama dengan seorang
perempuan ‘“cantik” yang merupakan ‘“hadiah” dari mantan Sekretaris Daerah
Kabupaten Bintan. Al Amin menerima gratifikasi seks karena membantu dalam hal
alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan. Gratifikasi seks menjadi bahan
pemberitaan pada tahun 2013 terkait kasus Hakim Setyabudi. Hakim Setyabudi tidak
hanya diduga menerima suap, tetapi juga diduga menerima gratifikasi seks. Dugaan
tersebut terungkap dari pemeriksaan KPK terhadap pengusaha Toto Hutagalung yang
merupakan tersangka penyuapan kepada Setyabudi.

Kasus gratifikasi seks yang tidak nampak di pemberitaan sangat banyak,
sebagaimana yang disampaikan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
Moh. Mahfud MD, bahwa kasus gratifikasi seks yang diterima Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono tidak hanya terjadi di kalangan
hakim. Pegawai negeri atau penyelenggara negara lain juga banyak yang menerima
tawaran gratifikasi seks. Gratifikasi seks tersebut tidak lain untuk menyukseskan
kepentingan pemberi gratifikasi yang membutuhkan kedudukan dan jabatan para
pegawai negeri atau penyelenggara negara. Mantan Ketua MK Moh. Mahfud MD
mengatakan “Banyak pejabat yang menerima tawaran gratifikasi seks. Bahkan, ada
pejabat yang takut untuk menindak suatu hal ketika ia menerima telepon dari
perempuan  “nakal” yang berelasi dengan dirinya, Ssemacam terror”
(https://news.detik.com/berita/2256377/mahfud-md-banyak-keputusan-pejabat-
negeri-ini-dikendalikan-wanita-nakal).

Gratifikasi seks menjadi perhatian serius dikarenakan implikasi yang
ditimbulkan lebih besar dari gratifikasi dalam ketentuan Pasal 12B. Gratifikasi seks
belum diatur secara jelas dan tegas, sehingga tidak ada ketentuan yang
mengakomodir perbuatan tersebut. Hukum seharusnya peka terhadap fenomena dan

kondisi yang ada, serta dapat mengakomodir permasalahan tersebut. Gratifikasi seks
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merupakan isu hukum dan isu tentang moral, sebagaimana Devlin mengatakan bahwa
penegakan moralitas adalah bagian dari tugas negara, oleh sebab itu sesuatu yang
merusak nilai-nilai moral sama dengan penghancuran terhadap keutuhan masyarakat
itu sendiri (Pranoto Iskandar dan Yudi Junadi, 2011:13).

Perkembangan masyarakat saat ini, khususnya pegawai negeri atau
penyelenggara negara harus memiliki integritas dan moralitas yang baik. Pengaturan
gratifikasi seks dalam bentuk ketentuan hukum ini diperlukan guna mencegah
pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi seks tersebut.
Ketentuan tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan penafsiran Undang-Undang
dalam aturan hukum, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Kajian yuridis mengenai rumusan gratifikasi dalam Pasal 12B Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan mampu menjerat pelaku
gratifikasi dalam bentuk pelayanan seks. Ketentuan hukum sebaiknya dikembangkan,
ditetapkan, dan dilaksanakan secara khusus sesuai dengan kepribadian bangsa
Indonesia serta perkembangan saat ini, sehingga hukum mewujudkan perlindungan
masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat (Barda Nawawi Arief,
2008:4).

Hukum harus dikembangkan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang
hidup di masyarakat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penafsiran
Undang-Undang guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum
terhadap gratifikasi seks sebagai bagian dari bentuk tindak pidana korupsi. Hal
tersebut merupakan upaya perlindungan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
Gratifikasi secara yuridis termasuk dalam bentuk tindak pidana korupsi, namun
sampai saat ini belum terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai pengkategorian
gratifikasi seks sebagai tindak pidana korupsi. Gratifikasi seks belum secara tegas dan
jelas diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga
diperlukan penafsiran Undang-Undang terhadap ketentuan dalam Pasal 12B Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna menjerat pelaku gratifikasi seks.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian hukum
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dalam bentuk skripsi dengan judul: ANALISIS PENAFSIRAN UNDANG-
UNDANG TERHADAP GRATIFIKASI SEKS DALAM UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, agar

permasalahan yang hendak diteliti menjadi lebih jelas, tegas, dan terarah serta
tercapai sasaran yang diharapkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai
berikut:
1. Apakah gratifikasi seks dapat menjadi pengkategorian sebagai tindak pidana

korupsi?
2. Apakah penafsiran Undang-Undang terhadap gratifikasi seks dalam Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan mengenai ruang
lingkup dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan pokok permasalahan yang telah
ditentukan. Berdasarkan uraian di atas dan rumusan masalah yang telah ditetapkan
maka penulis memiliki tujuan dalam mengadakan penelitian, yaitu:
1. Mengkaji dan memahami gratifikasi seks dapat menjadi pengkategorian sebagai

tindak pidana korupsi;

2. Mengetahui penafsiran Undang-Undang terhadap gratifikasi seks dalam Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian
Harapan dengan adanya suatu penelitian yang dilakukan dapat memberikan
manfaat dan kegunaan baik bagi penulis maupun bagi orang lain, adapun manfaat
yang diharapkan penulis dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
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a. Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta
kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum,
khususnya hukum pidana;

b. Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan
bahan kepustakaan terhadap penelitian atau kajian hukum sejenis pada tahap
selanjutnya.

. Manfaat Praktis

a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan
kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam
masyarakat nantinya;

b. Hasil penulisan hukum ini diharapkan mampu membantu pihak-pihak yang

terkait dengan masalah yang penulis teliti.

E. Metode Penelitian

Metodelogi dalam penelitian hukum menguraikan tentang tata cara suatu
penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Penelitian hukum adalah suatu proses
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin
hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum merupakan
suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about, sebagai
kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum
yang dihadapi. Kegiatan tersebut dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi
masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang
dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud
Marzuki, 2014:60). Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum
normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (doctrinal legal

research), yaitu penelitian yang pada intinya merupakan penelitian yang
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dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau yang terdiri dari
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud
Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research)
adalah selalu normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-
bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian
dibandingkan untuk menarik kesimpulan sehubungan dengan masalah yang
diteliti.
. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk
mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba
untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang akan digunakan penulis dalam
skripsi ini yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan ini
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan
konseptual (conseptual approach), pendekatan ini beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dan
pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan ini beranjak dari
tujuan utamanya untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum yang
diterapkan di negara lain. Penulisan hukum (skripsi) ini mempelajari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, penulis akan
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-
konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut
merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum

dalam memecahkan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133).
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3. Sumber Bahan Hukum
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-
sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan
hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2014:181). Bahan hukum primer
merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.
Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan
resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan
hakim. Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan.
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan,
antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum
termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (Peter

Mahmud Marzuki, 2014:195). Bahan-bahan hukum tersebut juga meliputi

kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, serta

artikel mengenai masalah yang lain dari objek penelitian dijadikan rujukan

jika ada keterkaitan dengan apa yang diteliti tersebut.
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4. Analisis Bahan Hukum
Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban

dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-

bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis

bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan

yang mana dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut (Peter Mahmud

Marzuki, 2014:213):

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan
untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai
relevansi juga bahan-bahan non hukum;

¢) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan
yang telah dikumpulkan;

d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
dan

e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di

dalam kesimpulan.

Penulisan hukum (skripsi) ini, dalam langkah yang pertama yaitu
mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan
untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, penulis telah
mengindentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dan mencari isu
hukum yang kemudian diperoleh beberapa isu hukum namun penulis memilih
beberapa isu hukum yang dianggap sangat perlu untuk dianalisis. Memperoleh
isu hukum tersebut, penulis lalu memulai mengumpulkan bahan-bahan hukum
dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi

dengan isu hukum yang diperoleh.
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Beberapa bahan yang telah terkumpul dan mempunyai keterkaitan
dengan isu hukum vyang akan penulis bahas, maka selanjutnya penulis
melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang
telah dikumpulkan, dan dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi
yang menjawab isu hukum, serta yang terakhir adalah memberikan preskripsi
berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Langkah-
langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum di atas merupakan sebuah
analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian yang menggunakan tipe
penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum
tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang
dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu
bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode
yang berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan
kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum

menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan Hukum
Penulisan hukum (skripsi) ini, untuk memberikan gambaran secara
menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan
dalam penelitian hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh
isi penulisan hukum ini, maka penulis menjabarkan dalam tiap-tiap bab terbagi
dalam sub-sub bagian yang mempermudahkan pemahaman mengenai isi penulisan
hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:
BAB | - PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika

penulisan hukum.
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BAB Il

BAB Il

BAB IV

14

: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan secara sistematis tentang berbagai
kerangka yang dikumpulkan dari literatur-literatur yang menunjang
penelitian ini, yaitu antara lain:
A. Kerangka Teori

1. Pengertian Penafsiran Undang-Undang

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

3. Tinjauan tentang Gratifikasi Seks
B. Kerangka Pemikiran

Bab ini penulis juga menyertakan kerangka berfikir dengan

maksud untuk mempermudah alur berfikir.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian dan
pembahasan yang menjawab permasalahan hukum yang terdapat

dalam rumusan masalah.

: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan serta saran-saran yang dapat penulis
kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan

hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA
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BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori

Penulisan hukum (skripsi) ini, dalam memecahkan permasalahan diperlukan
peninjauan kembali terhadap pustaka yang berkaitan dengan penulisan hukum
(skripsi) ini. Penulisan hukum (skripsi) ini penulis menggunakan analisis penafsiran
perundang-undangan. Analisis penafsiran Undang-Undang adalah suatu cara untuk
memecahkan permasalahan yang dimulai dengan sebuah permasalahan (isu hukum)
guna mencari kebenaran dengan menyelidiki dan menguraikan hasil dari penelitian
hukum.

1. Pengertian Penafsiran perundang-undangan

Setiap peraturan perundang-undangan, khususnya kebijakan hukum pidana
membutuhkan sebuah penafsiran. Penafsiran tersebut dapat membuat suatu
peraturan perundang-undangan diterapkan dengan baik. Suatu penafsiran yang
baik dan tepat atas rumusan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan akan
membuat orang (dalam hal ini merupakan bagian dari masyarakat) percaya
terhadap tujuan dari adanya peraturan perundang-undangan yang merupakan
bagian dari tujuan hukum. Penafsiran terhadap suatu Undang-Undang hukum
pidana mempunyai hubungan erat dengan usaha manusia memberikan
penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga penafsiran yang tidak
tepat dalam rumusan peraturan tersebut akan membuat Hak Asasi Manusia
menjadi terampas atau terbatasi oleh kesewenang-wenangan (P.A.F. Lamintang
dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014:36).

Penafsiran Undang-Undang pada dasarnya menggunakan penafsiran yang
sama dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Simons
menyatakan, “Het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden
verklaard (artinya: pada dasarnya undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut

undang-undang itu sendiri)”. Putusan Hoge Raad dalam arrest-arrest-nya tanggal

15
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12 November 1900, W 7525 dan tanggal 21 Januari 1929, NJ 1929 halaman 709,
W. 11963 menyatakan, penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah
dinyatakan secara tegas tidak boleh menyimpang dari maksud yang sebenarnya
dari pembentuk Undang-Undang tersebut. Perkembangan zaman membuat suatu
keadaan atau situasi tidak dapat diduga, sehingga penafsiran diperlukan untuk
memperoleh maksud dari rumusan suatu peraturan perundang-undangan. Simons
menyatakan, penafsiran dapat dilakukan jika Undang-Undang itu sendiri
mengizinkannya, maka dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang berubah,
Undang-Undang itu dapat diberlakukan secara menyimpang dari maksud yang
sebenarnya dari pembentuk Undang-Undang (P.A.F. Lamintang dan Franciscus
Theojunior Lamintang, 2014:34).

Penafsiran terhadap Undang-Undang dalam hukum pidana tidak dapat
dipisahkan dengan pentingnya penggunaan metode-metode penafsiran, antara lain
yakni (P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014:36-72):

a. Penafsiran menurut sejarah pembentukan Undang-Undang (wetshistorische
interpretatie)

Sejarah peraturan perundang-undangan dapat menjadi alat untuk
membantu dalam hal mengetahui maksud pembentuk peraturan perundang-
undangan. Penggunaan penafsiran tersebut tidak boleh menjurus pada
perbuatan untuk memberlakukan sebagai Undang-Undang, yaitu suatu
maksud yang sudah jelas tidak dimasukkan dalam apa yang sebenarnya
dimaksudkan oleh Undang-Undang. Kesalahan dalam redaksi atau kesalahan
dalam merumuskan suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
tersebut dapat diperbaiki. Simons menyatakan, bahwa suatu kesalahan dalam
merumuskan ketentuan pidana yang ternyata berbeda dengan maksud yang
sebenarnya dari pembentuk Undang-Undang itu, hanya dapat diperbaiki oleh

pembentuk Undang-Undang itu sendiri.
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b. Penafsiran tujuan dan maksud atau sesuai dengan arti suatu peraturan
perundang-undangan(teleologische interpretatie)

Penafsiran teleologis merupakan suatu penafsiran sesuai dengan
tujuan dan maksud atau sesuai dengan arti suatu ketentuan peraturan
perundang-undangan. Penafsiran teleologis membuat orang (yang
menafsirkan) terikat pada bunyi rumusan peraturan perundang-undangan
tersebut. Pompe menyatakan, penafsiran teleologis yang merupakan
penafsiran sesuai dengan maksud dan tujuan atau sesuai dengan peraturan
perundang-undangan menjurus pada penafsiran secara analogis. Lemaire
menyatakan, bahwa penafsiran teleologis adalah penafsiran untuk mencapai
maksud pembentukan peraturan perundang-undangan bagi hubungan-
hubungan, keadaan-keadaan, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-
kepentingan saat ini tanpa memperhatikan bahwa hal-hal tersebut diketahui
atau tidak diketahui oleh pembentuk peraturan tersebut. Hal-hal tersebut
tidak berkenaan dengan akibat-akibat yang telah diketahui oleh pembentuk
peraturan melainkan berkenaan dengan tujuan yang dipandang nyata dari
peraturan tersebut untuk keadaan saat ini, sehingga penafsiran teleologis
disebut juga sebagai penafsirran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai
(sociologische interpretatie).

c. Penafsiran secara otentik (authentieke interpretatie)

Penafsiran peraturan perudang-undangan yang sesuai dengan
penjelasan atau peraturan yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan itu sendiri. Ketentuan dalam hukum pidana sebagaimana dengan
ketentuan hukum pada umumnya sehingga ketentuan tersebut sudah jelas,
maka tidak diperkenankan membuat suatu penafsiran menyimpang dari arti
yang sebenarnya. Maksud dari ketentuan tersebut dapat diatasi dengan
mengetahui maksud dari pembentuk peraturan perundang-undangan,
sebagaimana hal tersebut dapat diketahui dengan menuliskannya dalam

peraturan perundang-undangan tersebut.
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d. Penafsiran secara terbatas menurut Undang-Undang (strictieve interpretatie)

Van Hattum menyatakan, dulu ketika orang (individu merupakan
bagian dari masyarakat) sadar jika hukum pidana tidak dapat diterapkan
tanpa melakukan suatu penafsiran untuk jangka waktu yang lama, orang
tersebut tetap bertahan pada pendapat bahwa ketentuan hukum pidana pada
dasarnya bersifat ditafsirkan secara terbatas menurut bunyi Undang-Undang
itu (strictissimae interpretationis). Penafsiran tersebut pada dasarnya
memberikan pengertian bahwa Undang-Undang ditafsirkan menurut
Undang-Undang itu sendiri.

Putusan Hoge Raad tanggal 12 November 1900, W. 7525 dan tanggal
21 Januari 1929, NJ. 1929 halaman 709, W. 11963 menyatakan, bahwa
penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas
itu tidak boleh menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembentuk
peraturan perundang-undangan. Penafsiran tersebut diartikan sebagai
penafsiran yang terbatas menurut bunyi rumusan dalam Undang-Undang
untuk mencegah agar seseorang (orang merupakan bagian dari subjek hukum
pidana) tidak dapat dijatuhi hukuman karena telah melakukan suatu
perbuatan yang sebenarnya tidak dinyatakan sebagai tindak pidana dalam
rumusan peraturan perundang-undangan hukum pidana (Asas legalitas yang
termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP). Ketentuan yang termuat
pada Pasal 1 ayat (1) KUHP terdiri dari tiga asas yang menyatakan:
1) Hukum pidana yang berlaku di negara itu merupakan hukum tertulis.
2) Hukum pidana yang berlaku di negara itu tidak dapat diberlakukan secara

surut.
3) Hukum pidana yang berlaku di negara itu melarang menggunakan
penafsiran secara analogis di dalam hukum pidana.
e. Penafsiran menurut tata bahasa (grammaticale interpretatie)
Van Bemmelen menyatakan, grammaticale interpretatie merupakan

penafsiran yang seharusnya diperhatikan oleh penegak hukum (hakim)
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bahwa arti perkataan yang umum menurut bahasa, maupun hubungan antara
suatu perkataan dengan perkataan lainnya.
. Penafsiran secara analogis (analogische interpretatie)

Analogische interpretatie merupakan penafsiran yang membuat
ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan bersifat umum dari
ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Penafsiran analogis
dipersamakan dengan penafsiran ekstensif. Kedua penafsiran tersebut
(analogis dan ekstensif) tidak terdapat perbedaan yang bersifat prinsipal,
tetapi penafsiran analogis mengandung makna bahwa penafsiran analogis
dilarang dalam hukum pidana, karena penafsiran tersebut dapat memperluas
suatu rumusan delik.

. Penafsiran secara ekstensif (extensieve interpretatie)

Penafsiran ekstensif (extensieve interpretatie) merupakan penafsiran
dengan memberikan perluasan arti atau maksud yang sebenarnya dari
ketentuan Undang-Undang. Van Bemmelen menyatakan, bahwa dalam
melakukan penafsiran secara ekstensif seseorang bergerak di atas batas-batas
dari suatu penerapan hukum secara analogis. Van Hattum menyatakan,
penerapan undang-undang secara analogis dan penafsiran undang-undang
secara ekstensif yang merupakan perbuatan membuat suatu ketentuan yang
bersifat umum dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat
khusus. Penafsiran ekstensif mengandung makna bahwa penafsiran ekstensif
sama dengan penafsiran analogis, tetapi dalam penafsiran ekstensif
memperluas suatu rumusan undang-undang hukum pidana dengan
menyesuaikan hukum yang telah hidup di suatu masyarakat.

.Penafsiran dengan cara berfikir kebalikannya (rechtvergelijkende
interpretatie)

Penafsiran dengan cara berfikir kebalikannya merupakan suatu

metode yang dipergunakan untuk memperoleh penjelasan mengenai suatu
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peristiwa tertentu. Peristiwa tersebut jika diatur secara tegas dalam suatu
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penafsiran analogis
menekankan  pada  kesamaan dan  kemiripannya,  sedangkan
rechtvergelijkende interpretatie sebaliknya, yakni menekankan pada
ketidaksamaannya. Rechtvergelijkende interpretatie merupakan penafsiran
Undang-Undang yang dilakukan dengan cara membuat suatu perbandingan

antara berbagai hukum yang berlaku.

Penulisan hukum (skripsi) ini menggunakan metode penafsiran dalam
menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Menggali makna dalam rumusan ketentuan perundang-undangan
hukum pidana dengan menggunakan penafsiran merupakan suatu cara untuk
menemukan pemecahan atas permasalahan yang dihadapi dalam hukum.
Penggunaan metode penafsiran tersebut sebagai suatu cara untuk menghasilkan
ketentuan peraturan yang sesuai dengan tujuan hukum. Penafsiran tersebut
dilakukan oleh penulis untuk menjawab permasalahan hukum guna menemukan
jawaban atas permasalahan hukum tersebut. Penggunaan metode penafsiran
tersebut untuk mendapatkan ketentuan hukum dalam hal peraturannya sudah
ada akan tetapi terdapat bias (kekaburan) makna sehingga menimbulkan

permasalahan dalam penerapannya pada suatu kasus yang konkret.

2.Pengertian Tindak Pidana Korupsi
Pengertian atau definisi tindak pidana dalam bahasa Belanda diterjemahkan
dengan strafbaarfeit, yang secara teoritis merupakan kreasi daripada ahli hukum
belanda dan Indonesia (M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016:38).
Pengertian dalam doktrin (sumber hukum pidana) ilmu pengetahuan hukum pidana
istilah strafbaarfeit ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan sarjana di

Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia, diantaranya:
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Tindak Pidana, istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaarfeit adalah
diperkenalkan oleh pihak pemerintahan atau departemen kehakimaan. Istilah
ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus,
misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak
Pidana Narkotika dan Undang-Undang tentang Pornografi yang mengatur
secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

. Perbuatan Pidana, menurut Moeljatno yaitu suatu pengertian abstrak yang
merujuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu
dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.
Perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah belanda strafbaarfeit,
Simons menyatakan, bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan (hendeling) yang
diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan
dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung
jawab. Van Hamel merumuskan sebagai berikut: strafbaarfeit adalah kelakuan
orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat
melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan
kesalahan. Perbuatan yang dimaksud dapat bersifat perbuatan positif dan
perbuatan negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu (Eddy O.S.
Hiariej, 2016:122).

Peristiwa Pidana, sebagaimana yang digunakan oleh Ultrecht dalam bukunya
Andi Hamzah Asas-asas Hukum Pidana memakai istilah Peristiwa Pidana,
sementara istilah yang digunakan oleh Ultrecht tersebut terdapat dalam
ketentuan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yakni menggunakan istilah
peristiwa pidana (Ultrecht dalam Andi Hamzah, 2010:95).

. Perbuatan Kriminal, sebagaimana yang pernah diusulkan oleh A.Z. Abidin
bahwa lebih baik memakai istilah perbuatan kriminal dalam perbuatan yang
diancam pidana (A.Z. Abidin dalam Andi Hamzah, 2010:95).

Delik, sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum, yang berbeda-beda

kemudian disepakati sehingga diterjemahkan dengan delik. Delik juga
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digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan
strafbaarfeit. Istilah tersebut dapat ditemukan dalam berbagai literatur,
misalnya Utrecht, meskipun beliau juga menggunakan istilah lain yakni
peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana 1). Zainal Abidin yang
sebelumnya pernah mengusulkan perbuatan kriminal, tetapi dalam bukunya
beliau Hukum Pidana | menggunakan istilah delik. Moeljatno juga pernah
menggunakan istilah delik, seperti pada judul buku beliau Delik-Delik
Percobaan Delik-Delik Penyertaan, meskipun menurut beliau lebih tepat
mengunakan istilah perbuatan pidana. Delik dalam arti strafbaarfeit para
pakar hukum pidana memberikan definisi diantaranya, menurut Vos “delik
adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang”,
munurut Van Hamel “delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-
hak orang lain”, dan menurut Simons “delik adalah suatu tindakan melanggar
hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh
seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat
dihukum” (Leden Marpaung, 2014:8).

Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum
Pidana yang ditulis oleh Tirtaatmaja.

. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Karni dalam buku beliau
yakni Ringkasan tentang Hukum Pidana. Schravendijk dalam bukunya Buku
Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia juga menggunakan istilah
perbuatan yang boleh dihukum.

. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang
dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan
Peledak;

Tindak pidana menunjukan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan

gerak-gerik jasmani seseorang. Pengertian tersebut terdapat juga seseorang
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untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuat nya dia, dia telah
melakukan tindak pidana. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-
undang sudah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau
cenderung menggunakan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh
pembentuk peraturan perundang-undangan. Pembentuk peraturan perundang-
undangan sekarang menggunakan istilah tindak pidana, sehingga istilah tindak
pidana sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat (Sudarto
dalam Teguh Prasetyo, 2015:49).

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana bagi barangsiapa yang melakukannya. Suatu tindak pidana adalah
perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat,
dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku (Chairul Huda,
2013:29). Pengertian yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini
sebagaimana setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang
oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Pengertian perbuatan di sini
selain perbuatan yang bersifat aktif (berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang
oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang
sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Rujukan satu-satunya untuk mengetahui tindak pidana adalah berbagai
peraturan perundang-undangan pidana, baik umum maupun khusus tentang
perbuatan pidana tertentu, serta peraturan perundang-undangan dalam bidang
hukum administrasi yang dimaksudkan untuk mengatur tata hubungan antara
masyarakat dengan negara termasuk Peraturan Daerah yang di dalamnya
menggunakan sarana dan sanksi pidana. Tindak pidana dapat digunakan sebagai
ketentuan, sebagaimana ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu
sebagai tindak pidana, syarat tersebut sebagai berikut (M. Rasyid Ariman dan
Fahmi Raghib, 2016:38):
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a. Perbuatan manusia harus ada;

b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;

c. Perbutaan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan
pidana;

d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Menurut sifatnya, unsur-unsur tindak pidana itu dibagi atas unsur-unsur
objektif dan unsur-unsur subjektif. Unsur-unsur objektif artinya unsur-unsur
yang melekat pada perbuatan dapat berupa (M. Rasyid Ariman dan Fahmi
Raghib, 2016:70):

a. Perbuatan manusia
b. Suatu akibat perbuatan
c. Keadaan

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada pelaku
(subjek) tindak pidana, terdiri dari (M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib,
2016:38):

a. Kesalahan, baik kesengajaan (opzet) atau kelalaian (culva);

b. Keadaan jiwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya
(toerekeningvatbaarheid), dapat pula;

c. Predikat “pegawai negeri”, “ibu”, dan sebagainya.

Istilah strafbaarfeit yang telah dijelaskan di atas menunjukan bahwa
strafbaarfeit tidak hanya merupakan pengertian dari tindak pidana, tetapi
merupakan pengertian yang digunakan dalam menunjukkan perbuatan
diwajibkan atau dilarang dengan disertai sanksi. Penulisan hukum (skripsi) ini
menggunakan istilah tindak pidana, sebagaimana dalam peraturan perundang-
undangan yang terkait dalam penulisan hukum (skripsi) ini menggunakan
istilah tindak pidana untuk menunjukan perbuatan yang dilarang dan diancam
pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang memuat unsur objektif

maupun unsur subjektif.
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Pengertian tindak pidana yang dikemukakan di atas menyangkut
perbuatan atau kelakuan atau kejadian yang dapat dihukum, apabila perbuatan
tersebut memenuhi semua rumusan yang ditegaskan dalam peraturan
perundang-undangan pidana sehingga dapat dijatuhi hukuman. Pengertian dari
Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut yakni, bahwa tindak
pidana adalah suatu perbuataan yang bertentangan dengan hukum, diancam
dengan pidana oleh Undang-Undang yang mana perbuatan dilakukan oleh
orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan (M. Rasyid
Ariman dan Fahmi Raghib, 2016:60).

Penggunaan tindak pidana dalam penulisan hukum (skripsi) ini
menunjukkan bahwa tindak pidana merupakan istilah yang umum digunakan
dalam rumusan ketentuan dibanyak peraturan perundang-undangan. Tindak
pidana memuat perbuatan yang dilarang, dalam hal dapat berupa perbuatan
aktif maupun perbuatan pasif.

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni corruptio
atau corupptus yang disalin ke berbagai bahasa. Istilah dalam bahasa Inggris
menjadi corruption atau corrupt dalam bahasa Perancis dan dalam bahasa
Belanda menjadi coruptie (korruptie). Istilah tersebut mengandung arti
perbuatan korup dan penyuapan. Istilah korupsi secara harfiah merupakan
segala bentuk perbuatan yang tidak baik, seperti yang disampaikan oleh Andi
Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat
disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan
menghina atau menfitnah (Andi Hamzah dalam Adami Chazawi, 2016:1).
Istilah korupsi dalam arti sosial masyarakat mengasosiasikan bahwa korupsi
sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan penerimaan suap
dalam hubungan jabatan pekerjaan.

Black’s law dictionary memberikan pengertian sebagaimana Henry
Campbell memposisikan korupsi sebagai “suatu perbuatan yang dilakukan

dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan
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kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan
jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk
dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-
hak dari pihak lain (Marwan Effendy, 2013:14).

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
dikenal pertama kali dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf
Angkatan Darat tanggal 16 april 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40
Tahun 1958) yang diberlakukan juga bagi penduduk wilayah kekuasaan
angkatan laut melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No.
Prt/Z.1/1/7 tanggal 17 april 1958. Peraturan ini memuat ketentuan mengenai
korupsi yang pertama di Indonesia. Peraturan perundang-undangan pada zaman
Hindia Belanda termasuk Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie
(WvS Hindia Belanda) juga tidak ditemukan istilah korupsi. Peraturan
Penguasa Perang tidak menjelaskan mengenai pengertian korupsi, tetapi hanya
dibedakan menjadi korupsi pidana dan korupsi lainnya. Peperpu No. 24 Tahun
1960 menggantikan Peperpu tahun 1958 (Adami Chazawi, 2016:2).

Undang-Undang No. 24/Prp/1960 berlaku sampai tahun 1971, setelah
diundangkannya Undang-Undang Pengganti yakni Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1971 pada tanggal 29 Maret 1971. Berlakunya UU No. 24/Prp/1960 di
era orde lama maupun pada waktu berlakunya No. 3 Tahun 1971 pada era orde
baru, kedua pemerintahan tersebut ternyata belum mampu berbuat banyak
dalam memberantas korupsi di Indonesia. Orde reformasi dalam hal ini sama
seperti orde baru, sebagaimana tidak dapat mengurangi korupsi Yyang
menggerogoti keuangan negara. Masyarakat memandang bahwa peraturan
undang-undangnya yang tidak sempurna, tidak sesuai lagi dengan
perkembangan zaman. Pernyataan tersebut digunakan sebagai alasan penyebab
ketidakmampuan pemerintah (dalam hal ini pemerintah sebagai lembaga

eksekutif yang merumuskan peraturan perundang-undangan bersama dengan
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lembaga legislatif) dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia
(Adami Chazawi, 2016:5).

Permasalahan tersebut membuat pemerintah mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga pada
tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni suatu lembaga negara
independen yang akan berperan besar dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi di Indonesia (Adami Chazawi, 2016:6).

Hukum positif Indonesia memberikan definisi korupsi secara tegas
sebagaimana dijelaskan dalam 13 buah Pasal pada Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-
pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak
pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai
perbuatan yang dapat dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh
bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut perinciannya adalah Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal
6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1)
huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf
d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10
hurufc, Pasal 11, pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf ¢, Pasal 12
huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h,
Pasal 12 huruf i, Pasal 12B jo. Pasal 12C dan Pasal 13 (Komisi Pemberantasan
Korupsi, 2006:15).

a. Atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi
1) Tindak pidana korupsi murni
Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi

sebagaimana substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan
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perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut
keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan
tugas atau pekerjaan pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang
bersifat publik. Tindak pidana yang masuk dalam kelompok tindak pidana
korupsi murni dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B,
13, 15, 16, dan 23 (menarik Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP).
Ketentuan tersebut terdiri 20 pasal yang memuat 38 rumusan tindak
pidana korupsi murni (Adami Chazawi, 2016:16).
2) Tindak pidana korupsi tidak murni
Tindak pidana korupsi tidak murni ialah tindak pidana
sebagaimana substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap
kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak
hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana
korupsi tidak murni hanya diatur dalam tiga ketentuan, yakni Pasal 21,
22, 24 (Adami Chazawi, 2016:17).

b. Atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi
1) Tindak pidana korupsi umum
Tindak pidana korupsi umum merupakan bentuk-bentuk tindak
pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang
berkualitas sebagai pegawai negeri. Tindak pidana korupsi umum tersebut
ditujukan baik kepada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma
dalam tindak pidana korupsi umum berlaku untuk semua orang termasuk
kelompok tindak pidana korupsi umum ini, ialah tindak pidana korupsi
yang dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24, dan
Pasal 220 dan 231 KUHP jo Pasal 23 (Adami Chazawi, 2016:16).
2) Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara
Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau tindak pidana korupsi

penyelenggara negara adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat
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dilakukan oleh orang berkualitas sebagai pegawai negeri atau
peyelenggara negara. Artinya tindak pidana yang dirumuskan tersebut
dibentuk, menunjukkan hanya diperuntukkan terhadap pegawai negeri
atau peyelenggara negara. Orang yang bukan merupakan pegawai negeri
atau penyelenggara tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi pegawai
negeri ini. Kualitas pegawai negeri merupakan unsur esensalia tindak
pidana. Rumusan tindak pidana pegawai negeri terdapat dalam Pasal 8, 9,
10, 11, 12 huruf a, b, ¢, d, e, f, g, h, i, 12B, dan 23 (mengadopsi Pasal 421,
422, 429, 430 KUHP) UU No. 31/1999. Tindak pidana korupsi pegawai
negeri atau penyelenggara negara merupakan bagian dari kejahatan
jabatan atau disebut sebagai kejahatan jabatan khusus, sedangkan
kejahatan jabatan umum ditempatkan dalam ketentuan Bab XXVIII Buku
Il KUHP yang ditarik atau dirumuskan dalam tindak pidana korupsi
(Adami Chazawi, 2016:17).
c. Atas dasar sumbernya
1) Tindak pidana korupsi yang diadopsi dari KUHP
Tindak pidana korupsi yang bersumber dalam KUHP dibedakan
menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut (Adami Chazawi, 2016:18-19):
a) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 merumuskan tindak pidana
korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam ketentuan pasalnya.
Rumusan tersebut berasal atau bersumber dari rumusan tindak pidana
dalam KUHP. Formula rumusannya sedikit berbeda dengan rumusan
aslinya dalam Pasal KUHP, tetapi substansinya sama. Ketentuan yang
termasuk dalam kelompok ini yakni Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
b) Tindak pidana korupsi yang merujuk pada pasal-pasal tertentu dalam
KUHP dan dirumuskan menjadi tindak pidana korupsi dengan
mengubah ancaman dan sistem pemidanaannya. Ketentuan yang

termasuk dalam kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi yang
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disebutkan dalam Pasal 23 yang merupakan ketentuan tindak pidana
Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 menjadi tindak pidana korupsi.
2) UU No. 31/1999 mengubah rumusan ketentuan tindak pidana korupsi
dalam UU No. 20/2001 sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini
merupakan tindak pidana asli yang dibentuk oleh UU No. 31/1999 yang
diubah dengan UU No. 20/2001. Ketentuan yang termasuk dalam
kelompok ini ialah tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam
Pasal 2, 3, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, dan 24.
d. Atas dasar tingkah laku atau perbuatan dalam rumusan tindak pidana
Ketentuan tindak pidana dapat dilihat dari sudut unsur tingkah laku
dalam rumusan tindak pidana, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan
antara lain (Adami Chazawi, 2016:19):
1) Tindak pidana korupsi aktif
Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif
ialah tindak pidana korupsi dalam rumusannya mencantumkan unsur
perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau perbuatan materiil bisa disebut juga
sebagai perbuatan jasmani, sehingga untuk mewujudkan perbuatan
tersebut diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang.
2) Tindak pidana korupsi pasif atau tindak pidana korupsi negatif
Tindak pidana korupsi pasif atau tindak pidana korupsi negatif
adalah tindak pidana yang merumuskan unsur tingkah laku dalam
ketentuannya merupakan perbuatan pasif. Ketentuan tersebut
sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana pasif merupakan tindak
pidana yang melarang untuk tidak berbuat aktif (disebut perbuatan pasif).
Seseorang dalam kehidupan sehari-hari terkadang berada dalam situasi
tertentu dan orang tersebut diwajibkan (disebut kewajiban hukum) oleh
hukum untuk melakukan suatu perbuatan (aktif) tertentu, maka jika ia
tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk berbuat (aktif) tertentu

tersebut, artinya ia telah melanggar kewajiban hukumnya untuk berbuat
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tadi, sehingga ia dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana pasif
tertentu.

Tindak pidana pasif sebagaimana dalam doktrin hukum pidana
dibedakan menjadi dua yakni, (2) tindak pidana pasif murni dan (b) tindak
pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak
pidana pasif dirumuskan secara formil atau pada dasarnya semata-mata
unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Tindak pidana korupsi
pasif dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001
semuanya merupakan tindak pidana pasif murni. Tindak pidana pasif
yang tidak murni adalah berupa tindak pidana pada dasarnya berupa
tindak pidana aktif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat atau
tidak melakukan perbuatan aktif.

e. Atas dasar dapat-tidaknya merugikan keuangan dan atau perekonomian
negara
Tindak pidana korupsi atas dasar dapat-tidaknya merugikan keuangan
dan atau perekonomian negara dapat dibedakan menjadi dua kelompok
yakni, (a) tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara dan (b) tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan
dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
Tindak pidana korupsi dalam ketentuan ini haruslah dipahami bahwa yang
dapat membawa kerugian negara pada sub (a) tersebut bukanlah tindak
pidana materil, melainkan tindak pidana formil. Tindak pidana korupsi
tersebut dapat terjadi secara sempurna tanpa menunggu timbulnya kerugian
negara. Tindak pidana korupsi tersebut asalkan dapat ditafsirkan menurut
akal sehat bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian bagi negara,
maka perbuatan terebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidaana korupsi.
Bentuk tindak pidana korupsi yang terdapat dalam sub (a) maupun sub (b)

dirumukan secara formil atau merupakan tindak pidana formil dan tidak ada
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yang dirumuskan secara materiil atau berupa tindak pidana materiil (Adami
Chazawi, 2016:22).

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan
negara, sebagaimana tindakan tersebut dapat mengancam pembangunan negara.
Tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan tetapi
dapat dilakukan oleh badan hukum (korporasi) sebagai bagian dari subjek hukum.
Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana dengan pemberantasan yang
dilakukan secara luar biasa, karena sifatnya transnasional dan mempunyai dampak
yang luar biasa dibandingkan dengan kejahatan konvensional, serta merupakan
tindakan yang melanggar hak sosial dan ekonomi. Penulisan hukum (skripsi) ini
memberikan pengertian bahwa yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah tindak
pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

. Tinjauan tentang Gratifikasi Seks
a. Pengertian Gratifikasi
Perkembangan praktik pemberian hadiah di Indonesia diungkapkan oleh
Verhezen, dalam studinya mengungkapkan bahwa adanya perubahan
mekanisme pemberian hadiah pada masyarakat jawa modern yang
menggunakan pemberian hadiah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pemberian
hadiah (gratifikasi) berubah menjadi kecenderungan ke arah suap. Budaya
Indonesia terdapat praktik umum pemberian hadiah pada atasan dan adanya
penekanan pada pentingnya hubungan yang sifatnya personal, sehingga budaya
pemberian hadiah lebih mudah mengarah pada suap (Komisi Pemberantasan
Korupsi, 2010:6).
Harkristuti  terkait pemberian hadiah mengungkapkan adanya

perkembangan pemberian hadiah yang tidak ada kaitannya dengan hubungan
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atasan bawahan, tetapi sebagai tanda terima kasih dan apresiasi kepada
seseorang yang dianggap telah memberikan jasa atau memberi kesenangan pada
sang pemberi hadiah. Pemberian hadiah berkembang kemudian berubah
menjadi “komisi” sehingga para pejabat pemegang otoritas menganggap bahwa
hal ini merupakan “hak mereka” (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010:6).

Lukmantoro menyatakan mengenai praktik pengiriman parsel pada saat
perayaan hari besar keagamaan atau di luar itu, yang dikirimkan dengan
maksud untuk memuluskan suatu proyek atau kepentingan politik tertentu
sebagai bentuk praktik politik gratifikasi. Pemberian hadiah tersebut
memberikan gambaran mengenai adanya kecenderungan transformasi
pemberian hadiah yang diterima oleh pejabat publik (Komisi Pemberantasan
Korupsi, 2010:7).

Kebiasaan di Indonesia terdapat tradisi saling memberi-menerima
tumbuh subur dalam kebiasaan masyarakat, meskipun sebenarnya hal tersebut
merupakan sesuatu yang positif sebagai bentuk solidaritas dan gotong royong,
tetapi jika praktik pemberian tersebut diadopsi oleh sistem birokrasi, praktik
positif tersebut berubah menjadi kendala dalam upaya membangun tata kelola
pemerintahan yang baik. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010:7).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian gratifikasi diartikan sebagai
hutang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Gratifikasi
dapat berupa barang, uang maupun service terhadap pegawai negeri atau
penyelenggara negara sehingga bukan mengenai pemberian. Gratifikasi sama
dengan suap, dalam bahasa Arab disebut dengan risywah. Risywah secara
etimologis diartikan sebagai anak burung merengek-rengek ketika mengangkat
kepala kepada induknya untuk disuapi. Risywah melibatkan tiga unsur utama,
yaitu pihak pemberi, pihak penerima dan barang pemberian. Kasus risywah
tertentu terkadang melibatkan tiga unsur, melainkan melibatkan unsur keempat

yaitu perantara antara pihak pertama dan pihak kedua; bahkan bisa juga
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melibatkan pihak kelima sebagai saksi atas sebuah kesepakatan. Macam-macam

gratifikasi terdiri dari empat, yakni (M. Nurul Irfan, 2014:10):

1) Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada orang lain
atas dasar cinta dan kasih sayang. Gratifikasi ini hukumannya halal, baik
bagi yang memberi maupun yang menerima.

2) Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang karena didzalimi
orang lain sehingga si pemberi merasa takut kepada si penerima atau hadiah
diberikan kepada penguasa agar dapat memberikan jaminan keamanan bagi
si pemberi. Fugaha umumnya berpendapat bahwa gratifikasi ini hukumannya
halal bagi pemberi, tetapi haram bagi penerima sebab si pemberi menjadikan
sebagian hartanya untuk melindungi diri. Pihak penerima tetap diharapkan
karena ia memaksa pihak pemberi untuk memberikan suap tersebut dan
termasuk kedalam kandungan makna hadist secara umum.

3) Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada orang lain
agar urusan si pemberi dengan penguasa dapat berlangsung dengan baik.
Gratifikasi jenis ini harus dilihat dari dua sisi.

a) Urusan yang hukumnya haram, karena urusan si pemberi hukumnya
haram, maka gratifikasi yang dilakukan hukumnya haram pula, baik bagi
si pemberi maupun si penerima.

b) Status kasus seperti ini jika ditinjau dari dua sisi, yakni:

(1)Pemberian hadiah tersebut apabila disyaratkan bahwa pihak pemberi
mendapatkan fasilitas dari pihak penguasa (hakim, pemerintah, atau
penyelenggara negara) gratifikasi ini hukumnya haram.

(2)Syarat tersebut apabila tidak dinyatakan secara jelas, tetapi gratifikasi
tetap diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar ia mendapatkan

fasilitas dari penguasa.
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Ketentuan gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang

1)

(@)

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan:

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan

yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap
dilakukan oleh penerima gratifikasi.

b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh
penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

Ketentuan Pasal 12B tersebut tidak dapat dipisahkan dengan penjelasan dalam

Pasal 12B yang menyatakan:

1)

Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian
dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya,
gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau
tanpa sarana elektronik.

Kebiasaan umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih

atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau

bahkan

potensi

uang. Kebiasaan tersebut bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi

tindak pidana korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang

berusaha dicegah oleh peraturan undang-undang, oleh karena itu berapapun

nilai gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara jika

pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang

dimilik

inya, maka perbuatan tersebut dilarang.
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Peraturan mengenai gratifikasi diwujudkan dalam ketentuan Pasal 12B.
Gratifikasi dalam ketentuan penjelasan Pasal 12B memberikan definisi
pemberian dalam arti luas, tetapi dalam ketentuan tersebut memberikan batasan
pada objek pemberian gratifikasi. Penjelasan Pasal 12B tidak memberikan
penjelasan lebih lanjut mengenai objek yang termuat dalam ketentuan
gratifikasi tersebut.

b. Pengertian Seks

Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis
melekat pada jenis kelamin tertentu. Seks berarti perbedaan laki-laki dan
perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi
organisme yang berbeda. Perbedaan dalam arti jenis kelamin, seks mengandung
pengertian laki-laki dan perempuan terpisah secara biologis, yang berarti
perempuan memiliki hormon, postur tubuh dan alat reproduksi yang berbeda
dengan laki-laki. Seks secara biologis, alat-alat biologis tersebut melekat pada
laki-laki dan perempuan selamanya, fungsinya tidak dapat dipertukarkan, secara
permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologi atau kodrat
(Handayani, 2006: 4). Adapun konsep seks ialah:

1) Seks bersumber dari Tuhan (kodrati) yang memuat visi dan misi;

2) Seks adalah kesetaraan unsur pembeda seks yang merupakan alat reproduksi
(biologis), sedangkan unsur pembeda gender adalah kebudayaan (tingkah
laku);

3) Seks bersifat kodrat;

4) Seks membawa dampak berupa terciptanya nilai-nilai kesempurnaan,
kenikmatan, kedamaian dan sebagainya; serta

5) Seks berlaku sepanjang masa dan dimana saja, serta tidak mengenal
pembedaan kelas.

Definisi dari World Health Organization (WHO) bahwa seks mengacu

pada sifat-sifat biologis yang mendefinisikan manusia sebagai perempuan
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ataupun laki-laki. Himpunan sifat biologis ini tidak asing, sebab ada individu
yang memiliki kedua-duanya, manusia cenderung dibedakan sebagai laki-laki
dan perempuan olehnya. Seks dalam penggunaan awam dalam banyak bahasa,
istilah seks sering digunakan dalam arti “kegiatan seksual”, tetapi untuk
keperluan teknis dalam konteks tentang seksualitas dan kesehatan seksual,
definisi tersebut lebih diutamakan. Kata seks dapat diartikan dua hal, yaitu:

1) Aktifitas seksual genital, yaitu hubungan fisik antar individu (aktifitas
seksual genital)
2) Label gender (jenis kelamin). Seks lebih berkonotasi kepada badani dan

biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin.

Definisi Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan
laki-laki, yang sering disebut jenis kelamin (Ing:sex), sedangkan seksualitas
menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial,
psikologis, dan kultural (PKBI, 2016).

1) Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat
kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memberikan fungsi
secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual.

2) Seksualitas dari dimensi psikologis, sangat erat kaitannya dengan bagaimana
menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta
bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, dan
perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri.

3) Seksualitas dari dimensi sosial, seksualitas dilihat pada bagaimana
seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh
lingkungan dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya
membentuk perilaku seksual.

4) Seksualitas dari dimensi kultural menunjukkan perilaku seks menjadi bagian

dari budaya yang ada di masyarakat
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Seks dalam penulisan merupakan istilah untuk menunjukan tidak hanya
sebagai aktifitas seksual, tetapi merupakan suatu kegiatan yang berkaitan erat
dengan dimensi psikologis, sosial dan kultural. Seks merupakan konstruksi
hubungan yang saling berkaitan antara laki-laki dan perempuan, sehingga
penggunaan istilah seks dapat merujuk pada aktifitas yang dilihat dari sudut
pandang dimensi biologis, psikologis, sosial dan kultural antara laki-laki dan

perempuan.

c. Pengertian Gratifikasi Seks

Gratifikasi pada umumnya dalam bentuk uang sehingga Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai
diluar gaji yang telah ditentukan, tetapi gratifikasi dengan melibatkan wanita
sebagai objek pemberian hadiah dalam kasus kejahatan sangat identik dengan
masalah seks, sehingga gratifikasi tidak hanya dalam bentuk uang. Definisi
gratifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hanya mencakup dalam
bentuk uang, tetapi perkembangannya gratifikasi bisa saja dalam bentuk barang,
jasa atau pelayanan khusus (M. Nurul Irfan, 2014:56).

Gratifikasi merupakan pemberian yang diberikan kepada pejabat publik
cenderung memiliki pamrih dan dalam jangka panjang dapat berpotensi
mempengaruhi  kinerja pejabat publik dan dapat menimbulkan potensi
terciptanya ekonomi biaya tinggi serta dapat mempengaruhi kualitas dan
keadilan layanan yang diberikan pada masyarakat. Gratifikasi tersebut dalam
bentuk barang yang dapat dinominalkan, tetapi perkembangan praktik
gratifikasi tidak hanya dalam objek barang dan uang.

Gratifikasi dapat berupa objek lain selain barang, sebagaimana
perkembangan gratifikasi tidak hanya sebagai ucapan terima kasih antara atasan
dan bawahan namun gratifikasi memiliki tujuan yang tidak hanya sekedar
memberikan hadiah. Gratifikasi dalam perkembangannya diberikan seseorang

yang memiliki jabatan guna untuk membantu kepentingan si pemberi. Konsep
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gratifikasi tersebut mengandung makna bahwa gratifikasi bukan lagi dipandang
dari objek yang diberikan, namun dipandang sebagai bentuk maksud yang
diinginkan. Gratifikasi mempunyai makna bahwa pemberian tersebut tidak
hanya sekedar penyerahan sesuatu (objek) tetapi segala bentuk penyerahan
yang memiliki maksud dan tujuan, sehingga gratifikasi tidak sebatas pemberian
uang atau barang yang memiliki nilai.

Konsep pengertian seks sebagaimana definisi seks oleh WHO di atas
merupakan segala bentuk hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan
yang memiliki nilai kenikmatan, kepuasan dan kesenangan. Seks dalam hal ini
bukan lagi merupakan pembeda jenis kelamin tetapi suatu bentuk kegiatan
genital yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang menghasilkan
kenikmatan dan kepuasan. Kepuasan dan kenikmatan tersebut bersifat subjektif
namun dapat dinilai. Nilai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harga
(dalam arti taksiran harga) (http://kbbi.web.id/).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, mengungkap
adanya peran perempuan dalam sejumlah keputusan yang dilakukan oleh
pejabat di Indonesia, perempuan tersebut merupakan bagian untuk
memperlancar bisnis atau kepentingan seseorang, sehingga dengan keberadaan
perempuan tersebut terkadang membuat pejabat ragu-ragu atau batal
mengambil keputusan. Kondisi tersebut membuktikan bahwa perempuan itu
sangat berpengaruh untuk mempengaruhi penggunaan wewenang dari pejabat
tersebut (https://news.detik.com/berita/2256377/mahfud-md-banyak-keputusan-
pejabat-negeri-ini-dikendalikan-wanita-nakal).

Gratifikasi dalam perkembangannya dapat berupa jasa maupun fasilitas
lainnya, sebagaimana gratifikasi merupakan pemberian yang diberikan kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi berupa pelayanan jasa
tersebut dapat berupa pelayanan seks sebagaimana yang disampaikan oleh
mantan ketua MK Mahfud MD, bahwa perempuan dapat mempengaruhi laki-

laki. Gratifikasi dalam bentuk pelayanan seks tersebut merupakan pemberian
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yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang
kemudian disebut sebagai gratifikasi seks.

Gratifikasi seks merupakan pelayanan seks, sebagaimana pelayanan
seks adalah hubungan seksual dalam konsep dimensi sosial (hubungan
genetikal masuknya alat kelamin laki-laki dan ke dalam alat kelamin
perempuan), tetapi dalam konsep gratifikasi seks tidak harus masuknya alat
kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin perempuan (vagina).
Gratifikasi dengan menggunakan perempuan sebagai suatu cara untuk
mewujudkan maksud dari si pemberi dengan unsur kepuasan dan kenikmatan
tubuh perempuan sudah dapat disebut sebagai gratifikasi seks. Gratifikasi seks
tidak harus si penerima mendapatkan kepuasan dan kenikmatan dari tubuh
perempuan, tetapi dengan menggunakan perempuan sebagai objek dari
pemberian guna memperlancar maksud dan tujuan dari si pemberi, maka
kenikmatan dan kepuasan tersebut hanya sebatas bonus yang menjadi tujuan si

pemberi guna dinikmati oleh si penerima.
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B. Kerangka Pemikiran

Penjelasan Pasal 12B UU Gratifikasi seks
No. 20/2001 memuat
mengenai objek gratifikasi

1l

Bias (kekaburan) makna Implikasi gratifikasi seks

Kata “barang” dan frasa Pemberian dalam bentuk
“fasilitas lainnya” pelayanan seks (gratifikasi

seks)
Penafsiran perundang- Belum diatur secara tegas
undangan dan jelas

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan mengenai alur pemikiran penulis
dalam mengangkat, menggambarkan, menelaah dan menjabarkan serta
menemukan jawaban atas kebijakan hukum mengenai gratifikasi seks. Ketentuan
dalam penjelasan Pasal 12B memberikan definisi mengenai gratifikasi, bahwa
gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas sebagaimana objeknya terdapat
pada rumusan penjelasan Pasal 12B. Objek gratifikasi dalam penjelasan Pasal 12B
terdapat bias makna atau kekaburan makna pada kata “barang” dan frasa “fasilitas

lainnya”, sebagaimana ketentuan tersebut tidak memberikan uraian yang dimaksud
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kata “barang” dan frasa “fasilitas lainnya”. Perkembangan saat ini menunjukan
bahwa gratifikasi tidak hanya uang atau barang namun pemberian berupa
pelayanan seks dengan menggunakan tubuh perempuan sebagai objek pemberian.
Pemberian dalam bentuk pelayanan seks (gratifikasi seks) masih belum diatur
secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pada
ketentuan gratifikasi. Gratifikasi seks mempunyai implikasi, sehingga memberikan
celah hukum yang berpotensi menimbulkan tindak pidana pelanggaran jabatan dan
tindak pidana korupsi. Ketentuan yang belum jelas dan tegas tersebut
menyebabkan pelaku gratifikasi seks tidak dapat diproses secara hukum, sehingga
diperlukan penggunaan penafsiran Undang-Undang guna menanggulangi

anggapan adanya kekosongan hukum.
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BAB IV
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian dalam bentuk pelayanan seks (gratifikasi seks) belum diatur secara
tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pemberian dalam arti luas. Adanya bias
(kekaburan) makna dalam kata “barang” dan frasa “fasilitas lainnya”
memungkinkan gratifikasi seks dapat dimasukkan dalam penjelasan kata dan frasa
tersebut, sehingga gratifikasi seks dapat menjadi pengkategorian sebagai bentuk
tindak pidana korupsi. Implikasi gratifikasi seks lebih besar dari gratifikasi pada
ketentuan Pasal 12B. Implikasi tersebut berpotensi menimbulkan tindak pidana
korupsi bentuk baru.

2. Pemberian dalam bentuk pelayanan seks (gratifikasi seks) dalam ketentuan Pasal
12B terdapat bias (kekaburan) makna sehingga untuk menemukan uraian atau
penjelasan tersebut diperlukan penggunaan metode penafsiran. Penggunaan
penafsiran Undang-Undang dimaksudkan untuk menemukan maksud dan tujuan
dengan menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia. Nilai-nilai
tersebut merupakan pedoman masyarakat dan tertuang dalam sila-sila Pancasila,
sehingga dalam penggunaan penafsiran tidak diperkenankan keluar dari ketentuan
Pancasila. Penafsiran tersebut untuk mewujudkan tujuan hukum yakni, keadilan,
kepastian dan kemanfaatan, serta sebagai upaya menanggulangi celah hukum yang
dimungkinkan menimbulkan anggapan adanya kekosongan hukum. Penggunaan
penafsiran secara ekstensif dirasa relevan terhadap gratifikasi seks dalam

ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan
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Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

B. Saran
Berdasarkan pembahasan di atas terhadap permasalahan tersebut, maka
penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penegak hukum seharusnya konsisten untuk mewujudkan tujuan hukum, sehingga
jika terjadi kasus gratifikasi seks di Indonesia penegak hukum harus berani
mengambil langkah untuk memproses secara hukum. Kasus gratifikasi seks harus
diproses meskipun belum termuat secara tegas dan jelas dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan, oleh karenanya hakim harus berani untuk menggali nilai dan
norma dengan melakukan penafsiran hukum sebagai terobosan guna
menanggulangi implikasi yang ditimbulkan dengan adanya gratifikasi seks.

2. Pembuat peraturan perundang-undangan (legislatif dan eksekutif) harus
bertanggungjawab dengan merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya
berlaku saat ini tetapi juga berlaku di masa yang akan datang (ius constituendum),
sehingga tidak ditemukan adanya celah hukum yang menimbulkan adanya
kekosongan hukum.
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